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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika nikah siri di Hulu Sungai
Utara yang menimbulkan dilema hukum, khususnya bagi pasangan tanpa anak
akibat penolakan fajdidun nikah di KUA serta batasan ketat syarat isbhat nikah
dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Status hukum tersebut menyebabkan diskriminasi
terhadap hak sipil pada pasangan tanpa anak, karena tidak mendapatkan urgensi
hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas isbat nikah
dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Secara
spesifik, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi serta menganalisis peran
Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan jaminan perlindungan hak sipil,
sekaligus menganalisis kompleksitas isbat nikah untuk mendapatkan perlindungan
hukum bagi pasangan nikah siri tanpa anak di Pengadilan Agama Amuntai.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (field research)
dengan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui wawancara
dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum di
Pengadilan Agama Amuntai masih terhambat oleh aturan administrasi yang kaku,
di mana petugas sering membatasi pendaftaran isbat nikah bagi pasangan yang
belum memiliki anak. Pembatasan ini disebabkan karena calon pemohon tersebut
dianggap tidak memiliki kepentingan mendesak. Praktik ini akhirnya
menghalangi hak warga untuk mendapatkan kepastian hukum, karena seharusnya
keputusan diterima atau tidaknya sebuah perkara berada di tangan hakim melalui
persidangan, bukan diputus di meja pendaftaran. Untuk itu, diperlukan
kemudahan akses dan kerja sama antara petugas serta hakim agar setiap warga,
tanpa kecuali, bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan status hukum demi
martabat mereka.
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